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Perkenankan kami perseorangaiT warga negara Republik Indonesia dan

organisasi nTasyarakat, terdiri dari:

Alem Febri Sonni, S. SOS. , M. Si beralamat di BTN Citra Garden BIOk

02/25, Kabupaiei} Go\\a. SUIa\\esi SGIaian

Fanar A1'ifianto Isnugrolio, S, SOS, M, Si, beralaniat di Perumahan

Pepelegilndali 11. A1'goj}ui'0 I\o. 40. Sidoaijo, Jawa Timur

AChma, d Zamzami, S. E. , M. !lyl, belalainat di 11. Percetakan Negara XI
43 .Iakaria Pusat

Arte Andyka, S. H. , beralamat di BIN Hanaco Indab BIOk IZ No. I

Makassar, SUIawesi Seiatan.
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3. Bahwa kewenarigan konstitusional Mahkamali Konstitusi berdasarkan

Pasa124 C ayat(I) UUD 1945 yang kernudian chiabarkan tobihjauh daiam

PusallO ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2003 tentang

Mahl<anIah Konstitusi(Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan LembaraiiNegara Republik Indonesia Nomor 4316,

SGIaixiutnya disebut UU lv, IK) dan Pusa1 12 ayat (1) ITUruf a Undang-

Undang Nomor 4 'fahun 2004 tentang Kekuasaan KGhakiman (Lembaraii

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalali untuk nienguji Undano-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar1945

"

11

4. Bahwa Malt<amah Konstitusi dibentuk sebagai16mbaga penndung

konstitusi (the guardian of cons/iiw!ion). Sebagai penndung konstitusi,

Mahkaniali Konstitusijuga berhak dan herwenaiTg meniberikan penafsiran

terhadap sebualT Reteiituaii pusal undang-undang aoar berkesesuaian

dongan nilai-nilai konstitusi. Tarsir Mahkamah Konstitusi ternadap

konstitusionalitas pasal uiTdang-undang tersebut merupakan tafsir satu-

satunya (!he sole mienpreier q/ consiitt!tio") yang morniliki kekuatan

hukum, Sehingga terhadap pasal yang meiniliki inakna antbigti, tidakjelas*

daiYatau multitafsir dapat pula diinintakan penafsirarniya kepada
Mahkamah Konstitusi

,I

11

a

.

> Bahwa teoretis, di sebtiali negara yang menganut

Konstitusionalisitie, jaminan atas dilaksanakannya 11ak konstitusional yang

terkandung dalam konstitusi dien, bankan kepada MK. Hallni karena

secara legitimasiteoritis, MK merupakan Iembaga yang meinarig berfunosi

untok 111engawal dan meneoakkan konstitusikalena diberikan KGwenangan

uutuk memeriksa, mengadili, dan meinutuskan perkai'a Konstitutional.

Termasuk 16rhadap adanya ancaman darnatau te:jadinya pelanggaran atas

secara

~

,
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hak konstitusional warga negara yang telalijelas dtianTin dan dilindungi

o1eh Undang-Undano Dasar 1945.

11

6. Bahwa berdasarkan hal-haltersebut di atas, inaka jelas Mallkamali

Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili

permohonan pengujian inI. 01eh kalena ohiok pemnohonan pengujian ini

adalali tafsir 1<01istitusional Pasa1 61 Ayat (2) dan Pasa1 10 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2002 tentang Penyiaran sena Guoatan

Hak Konstitusional Warga Negara (Gol?sinniional Con!plain() Terhadap
Pasal I ayat (2), Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 280 ayat (1) dan (3), Pusa1 28F,

Pasa1 281 ayat (2), dan Pasa1 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkantah Konstittisi

berwenang lintuk memeriksa dan mengadilipermohonan a quo

.

*

I

,

KEDUDIJl<_ANHUKtIM(LEG, 4LST/IND/NG) PARA

PIl^MOHON

I. Bahwa ketentuan Pasa1 51 ayat(I) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, nienyatakan:

d

"Paru 17e/"ohon add!ah pihok yang meng"?!ogap hak dullerI'm

kan, endngcin kons/jinsionulnya dirt{g!kQn o1eh bel'inkzinyo in7dcing-
wildong, ydii"

,I. PelOrm, gilliii, (Ifg(lireg(, r(1/11dOiteSi"

b. Kesa!wall titosyarokai ht, k, !in odor sepal!I'dno masth hidz!p dan

sesz, di dengan perkembo}Igon masyoruka! don PIinsjp negoi'a

kgso/won repz, bliklndonesiciyono of I^/in. datam undano-undang
,

a

4
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=

C. Bodan h!Ikum pub/ik (lidz, PIivo/, algal

Lembaga Negoro.d

I

2. Banwa dalam penjelasan Pasa1 51 ^yat(I) 00 No. 24 Tallun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusiitienyatakan bahwa':}, o17g dimoks!, d dengan frok

kons!trustono/ c!da/o17 17ak-haky"rig dialt{I dojo"? Undong-Undung Dasor

Reptibtik 117doitesia raftz!n 1945. "

,

.

3. Banwa selanjutnya tentang kerLigian hak darnatau kewenanoan

konstittisional sc'Jagaimana diniaksud dalani Pasa1 51 ayat (1) Undang-

undang Nomoi. 24 TalltiiT 2003 lentano Mahkainah Konstitusi, Mahkan}ah

st^, jak Putusan Nomor 0061PUU-1/1/2005 bertangga1 31 MeI 2005 dan

Putusan Nomor 1/1PUU~V/2007 bertangga1 20 September 2007 sena

putusan-putusan SGIaixiLitiiya berpendiriaiT bahwa keruoian hak darnatati

kewenangalI konstitusional harus memenuhilima syarat, yaitu:

a. Adanya hak darnatau kewenailgall konstitusional pemohon yang

diberikaii o1eh Undang~Undang Dasar 1945;

b. Hat dan/atau Rowenangaii konstitusionaltersebut o1eh Demohon

dianggap dirugikan o1eli berlakunya undang-undano yang

dimohonkan pengujian;

c. KGrugiaiiliak dan/ataLi Rewenanoai, konstitusionaltersebut ITarus

bersifat spesifik (Rhusus) dan aktual atau setidak-tidaltitya potensial

yang mentirtitlienalai'an yang \vajar dapai dipastikaii akan tenadi;

d. Adanya 11ubungan sebab akibat (callso! verbond) antara kerugian

hak dait/atau KGweiiaiTgait konstitusional pornohon dan undano-

undai}g yang dimohonkaii pengujiaii;

"

a
"

*

5
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e. Adaiiya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permolionan,

Inaka keruoian hak darnatati Rerugiaii Konstitusional seperti yang

didalitkan pornohon tmak akan atau tidal<Iaoite^jadi;

4. Bahwa para Feinohon adalali perorangan warga negara Indonesia yang

meiniliki halt kostitusional yang dtiamin dan diberikan o16h Undang-

Undang Dasar 1945 beTripa:

a. 11ak atas bersamaan kedudukannya di dalani hiikuni (eq!4Q!ity,

before the low/ dan pemerintahan.

b. Hak atas pengaknan, jaminaii. perilndungan* dan kepastian huktim

yang adjl sena perlaktiai, \, ang sama dihadapan htikutn serta 11ak

meinperoleh Resempataii yang salna dalam perilerintahan.

c. Hak I:ebebasan dart perlai. I^an yang bersifat diskriminatifatas dasar

apapun dan berhak mendapatkan perlindungaiiterhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatifitu

d. Feinbatasan dalam menialankmTliak dan kebebasannya hanya dapat

dibatasi o1eh penibatasan yang diretapkan dengaii undang-undang.

,;

*,
U 5. Bahwa para Pemohon menilaitelah te!ladi pelanggaraiiterhadap hat

konstitusional dan hat asasi niaiiusia para Pelnolion akibat pelaksanaan

dan suatti penafsiran yang kelirLiterhadap Pasa1 10 ayat (2) dan Pasa1 61

ayat (2) Undang-Undang Nom0^ 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

seiaixiutnya disebut UU Penyiaran. dalaiiij, elaksanaan proses SGIeksi calon

Anggota Komisi PenyiaraiT Indonesia Periode 2016 - 2019. KGkeliruan

penafsiran tersebutjuga dinilai berdampak SISteiiiik terhadap kernerdekaan

perS dan SIStem demokraSilndOnesia

6
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6. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang meminki

syarat yang cukup sestiai UU Penyiaran untuk dapat mengikuti dan dipilih

sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Di antara para Feinohon

adalah perorangaii yang telah meinperoleh rekomendasi dan inasyarakat

sebagai syarat utama untuk mengikuti proses SGIeksi anggota KPI Pusat

Periode 2016 - 2019. Pemohoii yang berasal dan oroanisasi masyarakat

adalah kelompok masyarakat yang memillkiliak yano dtiamin undano-

undang dan telah menggunakan hak tersebut lintuk litendukuno calon

anggota KPl namun telali dirampas hakriya akibat kesalahan prosedural

daiam proses SGIeksi KPI Pusat Periode 2016 - 2019
.,

.I

7. Bahwa dengan demikian Para Pornohon serara y11ridis formal meniiliki

kedudukan hukunT (/egol stonding) sebagai pihak dalam permohonan

pengujiaii Undang-Undang Nomor 32 TahuiT 0002. tentang Penyiaran

terhadap UUD 1945.

"
:,

A. Pendahuluan

1/1qj'@11s H"kiln I\{ahkamah Kons/irusi yangMul^t^,

POKOKPERMOHONAN

I,

Sebagai pengantar pokok pernTohonan ini, izinkaii kanti Para Perilohon

menyanipaikan dan menguraikan paparan sebagai berikLit:

Gerakaii reformasi 1998 tidak hanya mengubali tataiiaii SIStem penTei'inIahan,

akaii tetapi bemengaruh terhadap sistem ITUkum riasional ke arah yang Iebih
demokratis. Salali satu drillegara hukum yano dentokratis tersebut adalah

jaminan secara mas terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baoi

.
,

,

e

7



.

.

setiap warga neoara di daiam Konstitusi. Jaminan kernerdekaan berpendapat

dallinemperoleh infonnasidiatur dalain Pasa128F UUD 1945, yangberbunyi:

"Sendp orong herhak un!ttk berkomz, niko'si dan meinpero!eh informosi
unit, k meltgembo}zgkanprib@di dQ?z lingkz, ,zgon SOSiol}tyo, serfa belhak
z{nit, k mencori, litemperoleh, memill^i, menyimpon, menoolah, dan
merryampaifoqn 'i?!form'si dengon menggz, ridkon sega!a I'erris solaron
yang Iersedio. "

q

*

\

DalaiiT SIStem negara demokrasi, pers telah diakui sebagai pilar ke-Ginpat

demoki'asi (/he/ownh estate of democracy) sehingga negara wajib menjamin

terselenggaranya kernerdekaan pers ofeedom of press). Jaminan atas

keriierdekaan pers nlerupakan pula manifestasi dan jaminan terhadap

KGbebasaiT untuk berpendapat 07.8edom of speech) dan kebebasait unitik

berekspresi (freedom qfexpressioiz). Dianutnya sistem negara dan hukum yang

demokratistelah pula menjadilandasan filosofi dan dasar Denyusunan Undano-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiarail) yang

111erupakaiitindano-undang 11asilinisiatifDewan Perwakilan Rakyat.

11

a
C

,
.I

re

Berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah

mengakibatkan te^ladinya perubahan fundamental dalam pengelolaaii SISteilT

penyiaran di Indonesia. Perubahan paling fenomenal dalain semangat UU

Penyiai'an tersebut adalah adanya pendelegasiaii kewenangan secara terbatas

dimiied transfer qf awlhorio;) terhadap pengelolaan penyiaran yang

sebeluinnya Inerupakaii hak ekslusif pemerintali, kepada sebuah badan

pengatur illdependen Ithclependen/ legz!1010/1}, body) heriianTa Koniisi

Penyiaraii Indonesia (KPl), yang terdiri dan KPI Pusat dan KPI Daerali di

tingkat provinsi. Independensilembaga ini dimaksudkan untuk meinpertegas

bahwa sistein penyiaran yang 111erupakan ranah publik hatus dikelola o1eh

SIIatu Iembaga negara yang bebas dan intervensi modal inaupun Repentingan

kekuasaan.I

11

"
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I.

I.

,

Atribusi independensi kepada loinbaga pengatur penyiaran di Indonesia

nierupakan bentuk antisipasi dan pengalainan pada masa Iani ketika

pengeiolaan penyiaran masih berada ditangan peruerintalT (pada waktu itu

rezim Orde Bani), dimana penyiaran sebagai alat strategis tidal Input dan

kooptasi kekuasaan yang otoriter dan digruiakan untuk melanggengkan

icepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya

digunakan Lintuk mendukung begemoilI rezim peruerintalian terhadap publik

dalam penguasaaiT wacaiia strategis, tapijuga digunakan untuk n}enganibil

keuntungan dalarn kolaborasi antara segelintir 61i. t penguasa dan pengusaha

Penyiaran sebagai bagian dan kernerdekaan pers tidal< berfiingsisebagaisarana

check ondba/onces atau pilar KG-Ginpat demokrasi.

If

I!

..

I,

Menghindari berulangnya horor masa Ialu dan demi mewlijudlcari sistem

ideal sorta berlandaskan kernerdekaandemokrasi inaka UUyang pers,

Penyiaraii nTendesain suatu SISteiil pengaturan yang memberIkan kokuasaan

kepada Iembaga quasi negara yang bersifat independen. Apa yang dilakukan

demokrasiIndonesia telah terlebih dahulu dilakukan aleh negara-negara

lainnya, seperti di Amerika Senkat yang InGinbentuk Federal Communications

Commission (FCC), di Australia bemama AUSirotio!I Coinmi!nico!ion and

Media nuthorityJ (ACMA), di Perancis bemama CownseilSt, pt;nearI de

11,111diovist, o1 (CSA), sedangkan di Aftika SGIatan namanya Independeizi

Communion!ion linthoriO, of SoulhAlto" (ICASA).

I.

11

11

11

Independensi Komisi Penyiarait Indonesia diartikan bahwa Iembaga neoara ini

merupakan perwakilan masyarakat, hal niana yang secara tegas dintur dalam

Pasa1 8 ayat(I) UU Peltyiaran yang berbunyi:

"KPlsebagai wujud peran serta masyarakat berftingsi mewadahi aspirasi
serta mewakili kepentingan masyarz, kat akan penyiaran.

01eh karena Inerupakan perwakilan masyarakat, mala proses pemilihan dan

pengawasan terhadap pelaksanaaii tugas dan fungsi KPl dilakukaiT secara

9
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langsung o1eh Dewan Perwakilaii Ratyat. Peruerintah, dalam balmi Presiden,

hanya ITieniiliki keterkaitaii adniinistrasi dan keuangan KPl beldasarkan

penjelasan Pasa1 53 ayat (1) UU Penyiaran. Selebihnya laporan pelaksanaan

fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPl dilaporkan dan diawasi o1eh

Dewan PeruakilanRakyat.

May'elis Herkim Mahkomal? Konsiiit!si yang MMIia,

Independensi KPI SGIanjutiiya telah menjadi spirit dan fondasi filosofi daiam

setoruh peraturan yang diatur daiain UU Penyiaran. Peraturan tersebut antara

lain, tentang syarat untuk meIxiadi anggota KPl. Pada Pasa1 10 ayat (1) UU
Penyiarai} diatui' ballwa

"Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPl harLis dipenuhi syarat
sebagai bonkut:

a. warga ITegara Republik Indonesia yang bonakwa kepada Tuban
'ang Maha BSa;

b. setia kepada Pancasila dan Undano-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berpendidikan sa^iana atau meminki kompetensiintelektual yano
setara;

d. sehatjasnianida!Trohani;

e. bemyibawa, jujur, adjl, dan herkelakuan tidak tercela;

f. meminki kepedulian, pengetahuan darnatau pengalariian dalani
bidang penyiaraii;

g. lidak terkait langsung atalltidak langsung dengan Repemilik-an
media massa;

h. bukaii anggota legislatifdaii yudikatif;

i. bukaiipejabatpeiiierintah; dan

J. nonpartisan.

I

I,

It

11

Sebagai Ienibaga negara yang dibentuk untuk mewakili kepentingan

nTasyarakat terhadap penyiaran, UU Penyiaran mengatur secara jelas terkait
bagaimana proses pemilihan anggota KPl harus dilaksanakan. Pada Pusa1 10

ayat(2) diatur bahwa

10
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r

"Anggota KPI Pusat dipilih o1eh Dewan Perwakilaii Rakyat Republik
Indonesia dan KPI Daerah dipilili o1eh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atas USUI masyarakat malalui inn kepatutan dan l<clayakan
secara terbuka. "

L

Pasal injinerupakaii satu-satunya aturan tentang bagaiinana metode atau

bagaimana Tilekanisme prosedural yang narus dilakukan DPR untuk menilai

calon anggota KPl daiain UU Penyiaran. Seiain secara tegas niengatur bah\va

yang berhak memillii anggota 1<PI adalali Dewan Perwakiian Rakyat,
seraiijLitnya pasalini mengatur pula secarajelas tentang bagaimana mekanisme

syarat yang haltis dilakukan o1eh DPR dalam meIakukan pemilihan anogota
KPl. Pasalini nTemberi 3 (tiga) syarat prosedural, yaitu

I. Calon adalah atas LISulitiasyarakat

2. MeIalui uji kepatutan dan kelayakan.

3. Dilakukan secara terbuka

Syarat pertaina "alas USUI masyarakat" tentu saia harus diartikan ballwa

secara prosedural caloii anggota KPl haftis ITTerupakan USUIan masyaral<at

yang diajukan kepada DPR. Sehiiigga peluano untuk menjadi anggota KPl,

walaupun tela}linemenuhi syarat Pasa1 10 ayat (1), hanya dapat ternenuhi

apabila calon anggota tersebut diusulkan o1eh masyarakat kepada DPR. Jika
tidak meInperoleh USUIan masyarakat Inaka seseorano tidak bisa mendaftar

sebagai calon anggota KPT. 01eh karena itLi, DPR dalani proses seieksi harus

talebih dahu111 atatI seharLisnya hanya meneriitia berkas perniohonait yaiio
diajukan berdasarkan LISulaii niasyarakat dan lidak bel'SIfat individu. Hallni

untuk menjamin bahwa anggota KPl, kai'ena SIfatnya mewakiliinasyarakat,

adalah yang telali meInperoleh pengakuan atas koinpetensi berupa kepedulian,
pengetahuan darnatau pengaiaiiiait dalam bidano ponyiaran dart Glenien

masyarakat sehingga dinilai o1eh masyarakat layak dicalonkan. Folicalonan

anggota KPltidak bersifat individual atau perseorangan karena angoota KPl
adalah wakil masyarakatterhadap penyiaran.

,

11
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Syarat kedua, '*meIalui uji kepatutan dan KGlayakan" menoandung arti bahwa

setiap calon yang dinsulkan masyarakat tersebut barus terlebih dahulu melaini

proses uji kepatutari dan kelayakari sebelum atthinlya diretapkan sebaoai

anggota KPlterpilih. Frasa filljuga niengandung anti ballwa setiap calon yano

diusulkai, masyarakat meminki hak dan kesempatan yano sama untuk

dinilai meIalui uji kepatutaii dan kelayakan o1eh DPR. Dengan pengertian lain,

ballwa seorang caloii yang diusulkaii masyal'akat nanya dapat dinyatakan tidak

terpilili sebagai anggota KPl setelali meIalui proses Itii kepatutan dan uji

Relayakan di DPR.

I

,

I;

Ii

*

"

I

Terakhir, syarat prosedural L^I kepatutaii dan kelayaka!T dilengkapi dengan

Irasa "secara tel, buka". HallniitTengandung Inakna ballwa setiap Reloiiipok

masyarakat yang telah mengusulkan kandidat calonnya dapat mallhat secara

langsung bagaimana proses SGIeksitersebut dan dapat mengetahui bagaimana

calonnya dinyatakan terpilili atau tidak dipilih o1eh DPR. Konsep inI sangat

sesuai dengan asas transparansi dalam SIStem pemerintahan yang baik dan
SISteni demokrasi.

,,

I

IF

*.

,.

May'@113 Hakin?/Mahkcimoh Konsriiz, si yang MilliQ,

Me16ngkapi mekamisme prosedural pemilihan angoota KPl, UU Penyiaran

telah mengatur pula pada pasa1 61 ayat (2) tentang POSisi penlGrintali dalam

proses PCmilihaii allggota KPltersebut. Pasa1 61 ayat (2) UU Penyiaran

tersebut berbunyi:

"Untuk pelttima kalinya pengustilan anggota KPl diaj!Ikaii o1eh
Pemerintah atas USUIan niasyarakat kepada Dewan Peruakilan Rakyat
Republik Indonesia. **

*

,

.

Secara 61Tipirik dan normatif, Peraturan initidak hanya diberlakukan pada awal

pembentukaii KPI Pusat mendingat niandatnya adalah kepada Dewan

Perwakilaii Rakyat Republik Indonesia. Dalam pembentukan KPI Daerali di

11

,
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SGIuruh wilayah provinsilndonesia yang saat inI telah Ierbent11k di 33 (tiga

pululitiga) provinsi, pasalini pun telali digunakan, Artinya, pada saat awal

atau pertaina kalinya perubentukan KPl, pemerintali pusat dan pomerintah
daerah meminki kewenangan untuk ITienga, jukaii USUIari calon anggota KPl.

Mekanismenya juga sama yaitu "atas USUIan masyarakat" dan solarijutnya

diserahkan KGpada DPR atau DPI^. D.

I

Frasa "untuk pertaina kalinyai" secara normatif tent11 saia haius diartikan

bahwa keterlibataii penlGrintali dalaiii pengusulan dan bankan proses perililihan

anggota KPl dibatasillanya pada proses yang pertaina kan saat

pembeiitukaii KPl. Ini berarti penTeriiitali SGI^artisnya tidak lagiterlibat datam

proses-proses pengusulaii atau peniilihaiT allggota KPI KGdua dan SGIanjutiiya.

Pasalini diderivasi oreh konsep dan Donna independensi KPl yang telali dialur

secara khusus dan 111enjadi filosofi Litaina UU Penyiaran. KPT sebagailembaga

negara independeii tidak boleh bergantung pada kepentingan kekuasaan dan

industri. Pasalinijuga secara inIPIisit menegaskan bahwa DPR wajib menjaga

independensi KPl agartidak terkontaminasi o1eh Repentingan-kepentingan lain,

SGIain kepentingan masyarakat.

;,

,

I

11

h

;I

Mengingat diktunT daiani Pasa1 61 ayat (2) UU Penyiaran serta meKantsme

prosedural yintg diatur dalam Pasa1 10 ayat (2) UU Penyiaran tersebut di atas,

inaka dapat pula ditegaskan ballwa sesLingguhnya dalam proses pemilihan

anggota KPltidak dikenal adanya 11/6kaiiisme ITTelalui Panitia SGIeksi, Hallni

betheda dengaiilembaga-Iembaga quasi negara lainnya, yang secara eksplisit

mengatur adaiiya mekanisme meIalui Panitia SGIeksi serta pmak yang
diberikan kewenaiioan untuk meinbentuk Panitia Setoksi tersebut, beserta

rincian tugas dan kewenangaii Paintia Seieksi. Sebagai contoh, bonktit inI
adalah mekanisme seleksi boberapa IenTbaga negara yang meminki aturan

tentang Panitia SGIeksi

.,

I,

I,

,

,

r

:.

it
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I. Seleksi KomisiPemberantasan Korupsi(KPl<)

Undang-undano Nonior 30 Tahun 2002 tentano Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, pada Pasa1 30 ayat (1) menyatakan, "Pimpinan

Komisi Feinberantasan Korupsi. .. dipilih o1eh Dewan Peruakilan Ratyat

Republik Indonesia berdasarkaii calon anogota yang diusulkan o1eh

Presiden Republik Indonesia. " Sedangkan ayat (2) jo. ayat (3)-nya

menyatakan bahwa, ''1.1ntuk melanearkan pemilihan dan penentuan

calon Pimpinan Komisi Feinberantasan Korupsi, Feinerintah

meinherituk panitia seieksi. ,, Keangootaan panitia seleksi. .. terdiri

atas urnsur pemerintah dan urnsur masyarakat. " Ayat selanjutnya sampai

ayat (8) Pasal dimaksud 111engatiir mengenai tugas panitia SGIeksi calon

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

,

,

2. SeleksiOmbudsman Republik Indonesia

Undang-undaiio Noriior 37 Tahun 2008 tentang Qinbudsinan Republik

Indonesia, pada Pasa1 15 ayat (1) jo, ayat (2) menyatakan, "Sebelun,

mengajukan calon anggota Ombudsman kepada Dewan Penvakilan

Rakyat, Presiden meinherituk panitia seleksi calon ano00ta

Ombudsman, terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum,

akademisi, dan anggota masyarakat. " Dan ayat (3) Pasal tersebut

selanjutnya mengatur meltgenai tugas panitia seleksi calon anggota
Ombudsman.

I"

,;

3. SaleksiKomisiPemilihaii Urnum (KPl. I)

Undang-undang Nomor 15 Talluii 2011 tentano Penyelenggara Peruilihan

Urnum, pada Pasa1 12 ayat (1) jo. ayat (2) menyatakan, "Presiden

meinherituk keanggotaan Iim seleksiyano berinm!ah paling banyak 11

(sebelas) orang dengan meinperhatikan Itetei\vakilan perempuan. ..

nerdiri atas urnsur Feinerintah dan masyarakat, " TUGas serta tahapan

.;

14
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keoiatan yang harus dilakukan tim seleksi calon ano001a KPU diatur dalanT

Pasa113 Undang-undano dimaksud.

Bahwa dalarn UU Penyiaran besena perattiran-peraturan pelaksana LTU

Penyiaran, tidak diatur tentang Panitia Seleksi. KGtiadaan peraturan tentang

Panitia Saleksidalari} UU Penyiaran sesunggu}mya Lintuk semakin menegaskaiT

bahwa seiunih proses pemilihan anggota KPl barus dan/atau hanya dapat

dilakukan o1eh Dewaii Perwakilaii Rakyat. itka da!ant praktiknya, DevJan

Perwakilan Rakyat "meniutuskan" untuk merubentuk Panitia SGIeksiinaka

panitia tersebut seharusnya hanya dibatasi untilk niemeriksa kelengkapan

adininistrasi caloii yano diusulkan masyarakat. ~NajaupulI untuk itL! Reputusan

meltibentuk Panitia SGIeksi tetap malus 1116milikilaiidasaii ITUkuitT, toriiTasuk

dalam hal peltbatan Pemeriiitah sebaoai panitia SGIeksi yang hanya

diperbolehkan pada saat pembentukan KPT yang pertaina kalinya
I:

,.

I'

,
..

b
F

Serain tidal nleruiliki dasar hukum, atas dasa^ 11ak konstitusional warga neoara,

paintia SGIeksitidak meminki hak dan/atau kewenangan untuk meinilih

apalagi memolak calon anggota yang merupakan USUIan masyarakat.

Sebaliknya, jika Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkait hak meinilih dan

menggugurkan calon USUIan Inasyarakat KGpada suatu Panitia Saleksi yang

tidak meiniliki dasar hukum tersebut, inaka Dewan Perwakilan Rakyat dapat

dinilai tidak meIaksanakan tugas dan kewa, jibaii konstitLisionalnya dan/atau

bankan telah melanggar syarat prosedural yang dialtir damni Pasa1 10 Ayat(2)

UU Penyiaran,

Fengabaian ternadap UU Penyiaran tersebut juoa akaii berakibat terhadap

tellanggarnya hak"hak konstitusional warga negara yang mementihi syarat

untuk dipi!Ih sebagai anggota KPl. Termasuk pula telah malanggar hak-hak

konstitusional Rejoinpok niasyarakat sebagai"penousul atau pendukung" calon

anggota KPl serta dinilaitelah melangga^ ketentuan-ketentuan tentang hak

asasimaiiusia dalain Undang-Undang Dasar Neoara Republik Indonesia 1945.

11
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Pelanggaran terhadap UU Penyiaran dapat st\ja tenadiakibat adan a ke I h
pemahamanataukekeliruaninteipretasidariseluruhpihakterhada t
peraturandalaniUUPenyiaran. 01ehkarenaitu, aoarproses Grinliha o
KPl serta agarjaminan hat-hak konstitusional dan perlindungan hak asasi

manusia dapat dilaksanakansecarabenar, Inaka MahkamaliKonstitt b
16nibaga negara yang diberikan kewenanoan untuk meIakuka If'
konstitusional seharusnya dapat memberIkaii penjelasan sebaoai satu-satun a
tafsir yang harus diikuti o1eli seiuruli pihak dalain meIchsanakan UU

Penyiaran. 016hkarenaitulaliPermohonaninidia, jukanoleh a , P h

,

.

a

,

I,

B.

..

11

1.1raian Permohonan

I. Bahwa masa jabatan anggota KPI Pusat Periode 2013 2016 akan

herakhir pada tangga1 27 Juli 2016 sesuai KGputusaii Presiden R bl'k
Indonesia. 016h karena itu DPR Rl berkewqjiban untuk meI k k
proses pemilihan anggota KPI Pusat untuk periode seiaii'utn a 2016 -
2019.

i!
,I

2, Ballwa dalanT proses pornilihan allggota KPI Pusat Periode 2016 - 2019,
DPR Ridalam 11al inI KomisilDPR Rl, telalimembentuk P 'I' S I k '
yang dalam halini menyerahkan pembentukan Panitia Saleks' t b
kepada Pemcrintah cq. Kernenteriaii Komunikasi dan InformalIka.

Penyerahaiiitu dilakukan pada saat rapat kena antara Komis' I DPR Rl
dan Meriteri Komunikasi dan Informatika tangga1 28 Januari 2016. A
das^. itu, Meriteri Komunikasi dan Informatika memerbitkan Surat

Keputusan MeriteriNomor: 575 Tahun 2016 tentan Panit' S I k ' KP
Pusat Periode 2016 - 2019 tangga1 6 April 2016,

,

I
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a
;-

tonalIk melt/'odi origgoi" KPI Pusai, yano dike!ik
mobiiita1 2 @11a) hammaitz!kurun, 44

13. Surui Pernyaioan 6615edio mengz, ridz, rkan din apubi!q di
kernudioi? halt ditemz, ko}I dohimen yang of isampaik;an terbt!kti
lidcik heriar, yang diiandarangczni di '10s materai Rp. 6,000, -
(Lampiran 8).

4. Ballwa seiak diuniumkan, Panitia Setoksitelah nielakukaii 4 (Ginpat) kan

proses tahapan SGIeksi. Tabap I dan tota1 689 (enam ratus delapan puluh

sembilan) orang pelamar telah diseleksi menjadi 201 (dua ratus satu)

orang dan dinmumkan tangga1 4 Mei 2016 berdasarkan penilaian

"memenuhi usin dan hatsr belakano pendidil{an serta Itelenol<apan

bel'1<as". Peserta yang 1010s wajib Inenyerahkan karya tulis dan

masyarakat dapat InemberIkaii Inasukaii rekaiTijejak kepada Panitia

SGIeksi. Kernudian hasil SGIeksi Tallap titanggal I MeI 2016 dihasilkan

1/8 (seratus delapaii belas) oralig yang barus mengikuti ujian psikotest,

Hasil psikotest Inenjadi hasil Seieksi Tahap 111 yang menyisakan 47

(Ginpat puluh tt!juh) orang pada tangga1 7 Iuni 2016 dan harus mengikuti

tabapan wawancara. Teral<hir sebagai hasil SGIeksi Tanap IV diperoleh

27 (dua puluh tujuh) orang yang diajukan ke DPR untuk mengiktiti uji

Repattitan dan kelayakaii,
!;

ii

$
11

5, Bahwa berdasarkaii fakta hukum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4

(empat) di atas, 11Taka menurut Pemohon telali tenadi pelanggaran

terhadap Pasa1 10 ayat (2) dan Pasa1 61 ayai(2) UU Penyiaran dalam

proses pemilihaii anggota KPI Pusat Periode 2016 - 2019. Pelanggaran

tersebut berupa pelanggaran terhadap mekanisiTTe peniilihaiT yaitu:

a. Pelibaiaii Feinerintah daiani proses pengusulan dan penTilihan KPl

Pusat Periode 2016 - 2019 yang nierupakan periode ke - 5 (11ma)

keberadaan KPI Pusat, menyalalii Pasa1 61 ayat (2) yang hanya

diperkenankaii pada perilbentukaii KPl yano Deltania.

I!

,.
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b. Penbatan Feinerintah belarti menyalahi prinsip dan filososfi KPl

sebagailembaga negara yang belsifat independen dan perwakilan

masyarakat;

c. Penbatan PenTerintah dan mekanisiiie diatm. o16h Panitiayang

Soleksitersebut tidal 11/6inenuhi syarat prosedural dalam Pasa1 10

ayat (2) UU Penyiaran yang mensyaratkan bahwa calon adalah

"USUIan Inasyarakat". Melode yang dilakukan o16h Panitia SGIeksi

layaknya penguinuman lowongan pekerjaan sebagaimana

urnumnya. Ironisnya Panitia SGIeksitelalT Incnggugurkan banyak

sekali caloii Ianpa Ierlebili dahulu n^Gillcriksa atatI taiTpa nieixiadikaii

syarat"USUIan Inasyarakat" sebagai dasa^ SGIeksi,

,

,

I

d. KGrugiaiiterbesar yang juga merupakan pelanggaran hukuni dan

pelanggaran hak konstitusional warga negara, dalam hal

Pelnolion, adalah adanya calon anggota yang merupakan USUIan

masyara, kat yang tersingkir akibat keputtisan subjektif Panitia

Soleksi. Tersisihnya caloii Inasyarakat tersebut bukaii karena hasil

uji kepatutan dan Relayakan di DPR yang mejadi syarat prosedural

dalam UU Penyiaran. KGrugian tersebut tidak hanya dialarni o1eh

calon anggota secara pribadi, tetapi kerugian tersebut juga

dialami o1eli kelompok-kelompok masya, 'akat yang telah

mengajukan USUIan calon anggota.

,

,
a

11

11

e. Syarat untok menjadi anggota KPltelali diatu^ secara legas dalam

Pasa1 10 ayat (1) UU Penyiaran. AkaiT terapi Pailitia SGIeksi telah

menambahkan syarat usia antara 30 - 60 tahun bagi calon

pelarnar. Hallniinerupakan suatti pelanggaran senus terhadap

inak asasi inariusit, dan bai< Ironstitusional warga negara yang

.,

~

In I
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,

terah dijamin dan diberikan o1eh 11UD 1945. Halinitelah nyata

menimbuikan sikap diskriminatif terhadap warga neoara Rarena

tidak meminki dasar hukum yang jelas. Sebagaimana yang diatur

Pusa1 281 ayat (2) UUD 1945 bahwa Feinbatasan hak asasi

seseorang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

Untuk it11 Mahkamali Konstitusi dinarapkan dapat menyatakan

bahwa hak konstittisional warga 1160ara telah dilanggar o16h

Penierintali cq. Panitia SGIeksi dan pelanggaran tersebutjuoa dapat

berdampak pelanggal'allliukum.

b

I.

I

*

6.

11

Ball^\\, a pelibatan PeruerintalT daiant proses saleksi KPI Pusat Periode

2016 2019 dinilai ITietLIPakaiT suatti 31kibat dan 1<estilaht, n

pemahaman dan kesalahan penalsiran dan PasallO ayat(2) dan Pusal

61 ayat (2) UU Penyiaran, balk o1eh DPR Rl inaupun o16h Pemerintah.

01elt kareiia itu, Pemohoii Inenyampaikan kepada itIaielis Hakiin

Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan penafsiran yang

sesungguhnya dan Inenyatakan bahwa proses soleksi anggota KPl

Periode 2016 - 2019 yang dilakukan lidak sesuai denoaii penafsiran

hukum yang seharusnya dan telah mengakibatkan torlanooarnya hak-hak

konstitusi warga negara, baik warga negara dalam halini Feinohon,

inaupun warga negara lainnya yang secara konstitusional meminki hak

dan kesempatan yang sama n\enjadianggota KPl.

11

12

7. Bahwa akibat dan kesalahan pemahaman dan kesalahan penafsiran

dari dan Pasa1 61 ayat (2), telaii berdampak terlanggarnya prtnsip-prtnsip

demokrasi yang nienjadi fondasi UU Penyiarari dan melanggar PIinsip

demokrasi yang diatur dalani Pasal I ayat (2) Uuo 1945. Salah satu

prinsip fitndamental yang juga akan terlanggar adalah tentang

kernerdekaan pers ofeedont of press) karena proses perubentukan

16mbaga negara yang bertugas mengawasi pers ponyiaran telah
..

,

11

I'
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chintervensi o1eli Feinerintali. Dengaii pelTgaml} kekuasaan ternadap

Iembaga pengawas pers, inaka pers penyiaran akan sunt meinPOSisikan

dinnya sebagai pilar KG-Ginpat delnokrasi dan pers beTPOtensi diarahkan

untuk kepentiiigan kekuasaan meIaluilembaga yang mengawasinya. Hal

inI semakin dikuatkan o16h adanya kenyataan atau fakta h11kuTn bahwa

terdapat peruilik Iembaga penyiaran yang merupakan pemimpin partai

politik pendukung peruerintah yang berkuasa saat ini. Terancamnya

kernerdekaan pers beran berootensi nielangga^ hak asasi mantisia yang

dfjamin dalam Pasa1 28F UUD 1945 bahwa:"Setiap orang beTITak untuk

bentomunikasi dan meniperoleh informasi untuk mengembanokan

prtbadi dan 1/11gkungan SOSialnya, serta berhak untuk mencari,

meinperoleh, 1116miliki, 1116nyiiilpan, 111engolall, dan nienyampaikan

inforiiiasi dengan menggunakan segalajenis saluran yang tersedia. "

.!

I:

,

I,

8, Bahwa akibat dan kekeliruatT dalaiii menafsirkan mekanisme peruililiaii

anggota KPI Pusat Periode 2016 - 2019 dapat belpotensiiiienghasilkan

anggota KPI Pusat yang sesungguhnya tidak niewakili masyarakat dan

tidal independen, yang Inaria itu beTarti tidak berkesesuaian dengan

hakikat dan prinsip KPl sebagai 16mbaga negara yang bersifat

independen. Pada Resempatan belikutnya dapat berakibat kurang baik

daiam rangka pelaksanaan tugas dan lungsinya sebagai penyelenggara

negara. LTntuk itu agar dapat menghasilkan anggota KPI Pusat yang

memillki kepercayaan Inasyarakat yang balk, inaka Mahl<amah

Konstitusi seharusnya liteiiiinta dilakukan pelnilihan ulang sesuai dengan

ketentuan daiani 11/1 Penyiaran demi menjaga pelaksanaan sistem

demokrasi, 111enjaoa 11ak~hak konstitusional warga negara dan menjaga

penghormatan konstitusi negara yang merupakan tugas dan kewajiban

Mahkamali Konstitusi

,.

U

.

,
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I, Ballwa berdasarkan seluruh uralan sebagaimana tersebut diatas terbukti

secara terarig, jelas dan menyakinkan ballwa kekeliruan pemahaman dan

penafsiran yang dilakukan techadap Pasa110 ayat (2) dan Pasa1 61 ayat(2)

UU Penyiaran telah mengakibatkan tenadinya kesalahan daiam proses

SGIeksi anggota KPI Pusat Periode 2016 - 2019, sehingga Para Pemohon

mengajukan perlnohonan Repada Mahkamalt Konstitusi untuk Inemberikan

tafsir yang tidal beltentaiIgaii dengan UUD 1945 dan n}clarang adanya

tafsir yang berbeda terhadap Pusa1 10 ayat (2) dan Pasa1 61 ayat (2) UU

Penyiaran.

11

11

KESIMPULAN

11

r

,

2. Bahwa akibat dan kekeliruaiT rlalam ITienafsirkan mekanisme pemilihan

anggota KPl, terutania daiain hal pelibatan Pemerintah, telah niengancam

prtnsip-prinsip demokrasi sebagailandasaii UU Penyiaran dan yang

merupakan sistem penyelenggaraaii negara Republik Indonesia

sobagaimana yang diatur dalani Pasal I ayat (2) UUD 1945, Ancaman

termadap prtnsip demokrasijuga ditandai o1eh adanya potsnsi pengekangan

kernerdekaan pers yang telah dtiamin dalam Pasa1 28F UUD 1945.

I,

3. Ballwa kesalahan proses tersebut telah berdanipak pada pelanggaran

terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya 11ak warga

negara bersamaan kedudukannya di daianiliuktim dan pemerintahan yang

diatur dalain Pasa1 27 ayat (1) UUD 1945. Kernudian 111elanogar 11ak atas

pengakuan, ianiinan, perlindungan, dan Repastiaii hukuiii yang adjl serta

perlakuan yang sama dihadapan ITUkum* serta 11ak meinperoleli kesempatan

yang salna daiani penierintahan yang diatlit dalain Pasa1 280 ayat (1) dan

ayat (3) UUD 1945, SGIanj"tnya I, ak Rebebasan dad permkuan yang

bersitat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap permkuan yang bersitb. I diskriminatif itu,

I;

a

I.

23



,

*

.,

\

.

sebagaimana yang diatur dalam Pusa1 281 ayat 2 UUD 1945. Terakliir,

perlakuan pembatasan dalam menialankan hak dan kebebasannya yang

hanya dapat dibatasi o1eh perubatasan yang diretapkan dengan undang-

undang, sestiai Pasa1 281 ayat(2) UUD 1945,

..

.,

I'

I.

,.

I;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti tenampir,

dengan inI Para PenTohon memohon kepada Yang :\/lulla Maidis I-Iakim

Konstitusi agar' berkenaiiineinberikan putusa. tI sebagtti berikLit:

..

.

PETITl. TM

. Menerima dan mengabulkan SGIuruh Permohonaii Para Pemohon;

. Menyatakan PasallO ayat(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan

Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 280 ayat (1) dan ayat(3), Pusa1 281 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 barus dimfsirkaii bah\va "setiap calon

anogota hanya dapat dipilih jika merupakan USUIan

masyarakat dan setiap calon USUIa, I masyarakat yang

memenuhi syarat administratif hanya dapat diguguri{an

setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan o1eh Dewan

Penvakilan Ral^, at. "
,:

14

11

9
,.

11

P

.

. Menyatakan bahwa Pasa1 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32

Tabun 2002 tentano Pel\yiaraii adalali koiistittisional bersyarat

dongan Pusal I ayat (2), Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 280 ayat (1) dan

ayat (3), Pasa1 28F, Pusa1 281 ayat (2) dan Pasa1 281 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 seiauh frasa "pertaina kali" diartikan

,

11
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dongan "pemerintah tidak dapat ternbat daiam proses saleksi

KPl pada periode setelah pembentukan KPl periode yano

pertaina".

. Menyatakan bahwa penambahan syarat usia dalam proses SGIeksi

anggota KPIPusat Periode 2016 - 2019 telah melanggar hak-hak

konstitusional warga negara dan hak asasi inariusia yano

diberikan berdasarkan Pasa1 27 ayat (1), Pusa1 280 ayat (1) dan

ayat(3), Pusa1 281 ayat(2) dan Pasa1 281 ayai(2) Undang-Undang
Dasar 1945.

o Menyatakaii bahwa proses soleksi anggota KPI Periode 2016 -

2019 yang dilaksanakan telah melanggar halt konstitusional waroa

negara sohingga dapat berakibat terpilihnya anggota Kli Pusat

yang tidak nieinperoleh kepercayaan masyarakat dan berpotensi

menyebabkan penyelenggaraan negara dilal;sanakan tidak sesuai

dongan prinsip demokrasi dan konstitusi, sena mengancam

kernerdekaan pers. Untuk itu Mahl<amah Konstitusi meminta untuk

dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan penafsiran yano diberikan
Mallkamah Konstitusi.

Apabila Ma, jelis Hakini Konstitusi bemendapat lain, inohon putusan yano

seadil-adjlnya (ex ciequ0 81 bono).
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